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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

  Pertumbuhan dan percepatan pembangunan yang pesat menjadi salah satu faktor 

kemajuan di suatu Negara. Negara yang dikatakan maju apabila semua komponen mulai 

dari Provinsi, Kabupaten, Kelurahan, dan Desa dapat melakukan pembangunan sesuai 

dengan keperluan dan kebutuhan Daerah nya sendiri-sendiri. Hal ini mulai diberlakukan 

setelah tahun 1998, di mana pada saat itu Negara Indonesia mengalami masa reformasi 

yang menyebabkan perubahan dan mulai dengan diberlakukannya Otonomi Daerah. Hal 

ini dijelaskan dalam peraturan Otonomi Daerah bahwa dalam Undang-Undang Nomor 

23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 6 disebutkan bahwa Otonomi 

Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintahan daerahan dan kepentingan masyarakat setempat 

dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

  Berdasarkan pengertian tentang otonomi daerah sebelumnya dapat dijelaskan bahwa 

setiap daerah diberikan kewenangan untuk melaksanakan, mengatur dan mengurus 

sendiri Pemerintahannya. Salah satu contoh pelaksanaan otonomi Daerah di Indonesia 

yaitu di Desa. Hal ini seperti dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa pasal 1 ayat 1 bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, dan 

hak tradisional yang diyakini dan dihormati dalam sistem pemerintahan. 
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  Pada penjelasan sebelumnya tentang desa merupakan penguatan terkait status desa 

sebagai bagian dari Pemerintahan Pusat sekaligus juga menjadikan Desa sebagai bagian 

dari Pemerintah untuk memajukan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan 

melakukan pemberdayaan dan pelatihan bagi masyarakat Desa. Sesuai tujuan untuk 

melaksanakan kegiatan Pemerintahan yang mandiri Desa mempunyai anggaran yang 

disebut dengan dana desa. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang 

Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pasal 1 ayat 

2 dijelaskan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota digunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, 

dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan diberikannya dana desa adalah untuk 

mewujudkan desa mandiri dengan cara melaksanakan pembangunan dan  

memberdayakan masyarakat dengan  memanfaatkan  potensi  yang  ada  pada  desa. 

 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) menurut Peraturan Pemerintah 

Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara pasal 1 ayat 9 adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) ini sebagai pedoman dan petunjuk 

teknis dalam perencanaan dan pengelolaan bagi keuangan di desa. Penyusunan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) disusun berdasarkan prinsip 

partisipatif, transparan, dan akuntabel. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 

2014 dijelaskan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui 
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk 

membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan 

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 

  Pada akhir tahun 2019, Dunia dihadapkan pada fenomena munculnya coronavirus 

atau COVID-19, Menurut laman (Detikhealth.com/06 mei 2020) kasus ini pertama kali 

terjadi pada 17 November 2019 di Kota Wuhan. COVID-19 yang disebabkan oleh 

coronavirus yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Kasus yang 

mulanya hanya menyebar di Kota Wuhan China dengan cepat menyebar di seluruh 

penjuru dunia, termasuk di Negara Indonesia. Kasus coronavirus pertama kali di 

Indonesia disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo didampingi oleh Menteri 

Kesehatan. Menurut laman (Kompas.com/3 maret 2020) kasus positif coronavirus yang 

pertama di Indonesia terjadi di Depok menimpa dua warga yang diduga terkena setelah 

melakukan kontak dengan warga negara Jepang yang datang ke Indonesia.  

  Fenomena pandemi dunia yang terjadi saat ini telah memberikan dampak yang 

besar bagi Negara Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari lumpuhnya beberapa sektor 

perekonomian di masyarakat baik dibidang pemerintahan maupun swasta. Dengan 

adanya virus COVID-19 yang mengakibatkan kelumpuhan di setiap lini kehidupan ini 

mengharuskan pemerintah untuk menggeserkan alokasi  dana yang ada baik di pusat 

maupun di daerah untuk keperluan menghentikan penyebaran COVID-19 di Indonesia.  

Untuk mengatasi penyebaran COVID-19 yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi 

di masyarakat, maka Presiden mengeluarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Kebijakan 

Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-
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l9 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian 

Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang.  Pada Undang-

Undang nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan 

untuk Penanganan Pandemi COVID-l9 pasal 3 ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa 

Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamaan penggunaan 

alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), perubahan alokasi, dan 

penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Ketentuan mengenai 

pengutamaan  penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), 

perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. 

  Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia 

dimana provinsi ini otonom yang telah menggunakan wewenangnya sebagai daerah 

otonom untuk bisa mengatur dan mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan ketentuan 

dan peraturan perundangan yang berlaku. Setiap Kabupaten/Kota yang berada dalam 

wilayah Provinsi Sumatera Selatan telah menerapkan asas desentralisasi yang merujuk 

pada otonomi daerah. Selain wilayah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi Sumatera 

Selatan ikut serta dalam pelaksanaan otonomi desa, dimana Provinsi Sumatera Selatan 

memberikan bantuan secara langsung ke desa atau melalui Kabupaten/Kota. Salah satu 

Desa yang berada di Provinsi Sumatera Selatan adalah Desa Tegal Rejo. Tegal Rejo 

adalah Desa yang berada di Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, 

Sumatera Selatan. Desa Tegal Rejo terdiri dari 14 rukun tetangga. Desa Tegal Rejo 

adalah salah satu daerah otonom yang telah melaksanakan dan menjalankan prinsip 
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otonomi daerah dan berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan 

masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Desa.  

 Pemerintah Desa Tegal Rejo bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sudah 

menetapkan Peraturan Desa Tegal Rejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020, tetapi dalam pelaksanaannya terjadi pandemi 

coronavirus yang mengharuskan Pemerintah Indonesia untuk fokus dalam penanganan 

pandemi khusunya untuk menghentikan penyebaran virus ini COVID-19. Untuk itu 

dalam rangka menghentikan penyebaran virus maka tidak hanya Pemerintah Pusat 

tetapi Pemerintah Daerah juga diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamaan 

penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), perubahan alokasi, 

dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan begitu instansi 

pemerintah perlu melakukan penyesuaian kembali anggaran untuk penanganan dan 

menghentikan penyebaran COVID-19. 

 Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 

Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 serta 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana 

Desa dan Surat Bupati Muara Enim Nomor: 900/571/DPMD-IV/2020 tentang 

Perubahan Petunjuk Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dan Pendataan Bantuan 

Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), Pelaksanaan Program Kerja Penanggulangan 

Bencana Darurat dan Mendesak Desa terkonsentrasi pada: 
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a. Kegiatan Pencegahan dan Penanganan Covid-19. 

b. Pengadaan Masker. 

c. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). 

 Setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) disahkan bersama 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa mulai menjalankan kegiatan 

Pemerintahan. Dikarenakan ada perubahan pendapatan sehingga mempengaruhi 

kebijakan belanja. Pemerintah Desa Tegal Rejo mulai melakukan Perubahan 

Anggaran, perubahan anggaran ini dilakukan sebanyak tiga kali. Perubahan Anggaran 

pertama sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang 

Pengelolaan Dana Desa, maka Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan 

Desa (BPD) menetapkan Peraturan Desa Tegal Rejo Nomor 4 Tahun 2020. Perubahan 

Anggaran kedua sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 

tentang Pengelolaan Dana Desa, maka Pemerintah Desa bersama Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD)  menetapkan Peraturan Desa Tegal Rejo Nomor 6 

Tahun 2020. Perubahan Anggaran Ketiga sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa maka Pemerintah Desa 

bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menetapkan Peraturan Desa Tegal Rejo 

Nomor 8 Tahun 2020. Berikut adalah rincian dari Perubahan Anggaran yang dilakukan 

oleh Pemerintah Desa Tegal Rejo:  
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   Pada tabel 1 terlihat perubahan anggaran belanja Desa Tegal Rejo sebelum 

melakukan perubahan dan setelah melaksanakan perubahan. Jumlah Anggaran yang 

sebelumnya Rp. 2.812.077.260 berubah menjadi Rp. 3.039.295.976. Perbedaan ini 

dapat dilihat pada bagian Pendapatan dan Belanja. Pagu Dana Desa dari sebelumnya 

sebesar Rp. 1.310.394.000 menjadi Rp. 1.299.587.000 yang digunakan untuk Bantuan 

Langsung Tunai Dana Desa. Pagu Alokasi Dana Desa mengalami perubahan dari 

sebelumnya Rp. 711. 641.000 menjadi Rp. 818.088.000. Perubahan digunakan untuk 

pembayaran honor-honor. Pagu Bagian Hasil Pajak (BHP) dan Bagian Hasil Retribusi 

(BHR) mengalami perubahan dari sebelumnya Rp. 75.718.700 menjadi Rp. 46.851.000 

yang digunakan untuk pembayaran operasional-operasional. 

 Perubahan anggaran juga terjadi pada bagian Belanja. anggaran pada bagian belanja 

bidang pembangunan desa semula berjumlah Rp. 1.050.482.900 berkurang menjadi Rp. 

498.556.700. Pengurangan ini tentunya berdampak pada pembangunan yang 

dilaksanakan di masyarakat. Perubahan anggaran juga terjadi pada bagian belanja bidang 

pemberdayaan masyarakat semula berjumlah Rp. 91.575.000 berkurang menjadi Rp. 

85.575.000. Pengurangan ini berdampak pada pelaksanaan BUMDesa. Selain terdapat 

pengurangan anggaran, perbedaan pada tabel 1.1 juga dapat terlihat pada bagian belanja 

bidang penanggulangan bencana semula berjumlah Rp. 20.940.152 bertambah menjadi 

Rp. 825.537.652. Penambahan jumlah anggaran ini tidak terlepas dari langkah yang 

harus dilakukan oleh Pemerintah Desa Tegal Rejo untuk menekan angka dan jumlah 

penyebaran COVID-19 di Daerah Tegal Rejo.  

 Berdasarkan pemaparan dan penjelasan diatas terjadi perubahan lebih dari satu kali 

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tegal Rejo. Perubahan anggaran yang 



9 
 

 
 

terjadi di Desa Tegal Rejo dilakukan sebanyak 3 kali sehingga perlu diteliti proses 

perubahannya untuk mengetahui proses perubahan yang dilakukan dan mengetahui 

faktor-faktor yang menjadi penghambat bagi Pemerintah Desa Tegal Rejo menentukan 

anggaran kegiatan yang diubah, ditunda dan dialihkan sehingga judul yang akan diteliti 

yaitu “Proses Penyusunan Perubahan Anggaran Dana Desa di Desa Tegal Rejo Pada 

Masa Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2020”.  

1.2 Rumusan Masalah  

  Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini 

adalah Bagaimana Proses Penyusunan Perubahan Anggaran Dana Desa di Desa Tegal 

Rejo Pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2020? 

1.3 Tujuan Penelitian  

  Untuk mengetahui proses penyusunan perubahan anggaran dana desa di Desa Tegal 

Rejo Pada Masa Pandemi COVID-19 tahun anggaran 2020.  

1.4  Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis  

 Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih 

ilmu pengetahuan pada ilmu administrasi publik konsentrasi keuangan negara 

khusunya tentang proses penyusunan perubahan anggaran. 

1.4.2   Manfaat Praktis 

 Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat mengetahui anggaran yang 

telah mengalami perubahan sesuai dengan kaidah penyusunan anggaran sehingga 

anggaran tersebut dapat digunakan secara maksimal. 
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